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Poso adalah salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Sulawsi Tengah, dengan jarak tempuh dari Ibukota Propinsi ( 228 km yang menghabiskan waktu tempuh 8 (delapan) jam menggunakan transportasi darat. Kabupaten Poso sendiri dengan komposisi penduduk menurut agama, 50% beragama Islam, 40% Kristen dan sisanya adalah Hindu dan Budha.

Dalam membangun kehidupan social kemasyarakatan, masyarakat Poso sangat terkenal dengan falsafah “Sintuvu Maroso” yang berasal dari akar kebudayaan suku Pamona, hal mana tidak memungkinkan terhadap setiap masyarakat Poso untuk merusak ataupun melakukan pertikaian, sebab, Falsafah Sintuvu Maroso itu adalah falsafah yang hidup dan tumbuh begitu kuat ditengah-tengah perkembangan kehidupan social masyarakat kab. Poso.

Falsafah tersebut memiliki makna begitu mendalam bagi setiap orang Poso, yaitu jalinan yang kuat antar suku maupun agama bagi kehidupan masyarakat Poso, lagipula suku asli di Poso tidak hanya beragama Kristen sebab sampai dengan sekarang kalau kita lihat komposisi penduduk Poso menurut agama Islam sendiri mencapai 50% seperti yang dikemukakan di atas. Karenanya dengan kata lain “Sintuvu Maroso” oleh masyarakat Poso dinyatakan sebagai kesepakatan hidup bersama dalam keluarga besar. Kenyataan ini dapat dilihat pada tataran realitas dalam kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Poso, dimana tidak pernah memiliki masalah dengan pihak luar apalagi sesama masyarakat Poso sendiri. Pertanyaannya kemudian, kenapa tiba-tiba masyarakat Poso sanggup melakukan pertikaian dalam skala besar? Karenanya berangkat dari pertanyaan tersebut, penulis mencoba menulis dalam sebuah rangkuman pemikiran tentang “Upaya Kerja Rekonsiliasi Terhadap Pertikaian Poso”.

Rekonsiliasi Dan Pengampunan

R. Schreiter (1998) mengemukakan pertimbangan-pertimbangan mengenai rekonsiliasi Individual dan rekonsiliasi Sosial. Rekonsiliasi Individual terjadi apabila kemanusiaan korban (victim) yang dirusak oleh kejadian-kejadian traumatic dipulihkan. Pemulihan semacam itu, mungkin dipersiapkan oleh komunitas yang mendampingi. Rekonsiliasi mengantar korban untuk memasuki tempat yang baru, bukan kembali ke keadaan sebelumnya. Kejadian traumatic tidak dilupakan, namun kehidupan yang baru mengatasi kejadian itu beserta akibatnya. Rekonsiliasi Individual menyangkut pengalaman personal, menyentuh kemanusiaan korban dan kemampuan untuk berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan dengan orang-orang lain. Korban mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan, dan dari situ diantar untuk mohon pengampunan Tuhan bagi penjahat, dan korban sendiri juga mengampuni dengan harapan penjahat itu bertobat. Pengampunan bukanlah melupakan masa lalu, melainkan mengingat masa lalu dengan cara yang baru. Ingatan tetap ada, namun sudah ditransformasikan. Ingatan tidak lagi menguasai masa kini dan pembalasan tidak ada lagi, meskipun tuntutan keadilan tetap ada. Rekonsiliasi individual dan social mempunyai ciri-ciri yang serupa. Keduanya ingin keluar dari kungkungan masa lampau demi masa depan yang lebih baik, dimana perusakan dan pertikaian kemanusiaan individu dan kelompok tidak terjadi lagi. Keduanya ingin mengubah hubungan-hubungan melalui pemulihan kemanusiaan korban dan pertobatan pada pihak masyarakat. Rekonsiliasi individual penting dan akan memperkuat rekonsiliasi social, namun keduanya tidak sama saja, sebab masyarakat memang bukanlah hanya hasil penjumlahan individu-individu.

Rekonsiliasi social menyangkut tindakan-tindakan moral yang perlu dijalankan dan perbuatan-perbuatan yang perlu diperbaiki. Jose Zalaquett, Ketua Komisi “Truth and Reconciliation” dari CILE menjelaskan rekonsiliasi social sebagai pengampunan dan perdamaian yang harus dimengerti sebagai suatu proses membangun kembali tata moral masyarakat yang adalah lebih sehat dari pada penghukuman. Rekonsiliasi menempuh jalan spritual,, bukan sekedar tugas yang dimulai dan diakhiri pada saat tertentu. Tinggal dimasa lampau tidak membawa penyembuhan  dan berjalan menuju masa depan membutuhkan perubahan-perubahan kearah tata sosial yang menjauhkan pemerintah maupun pihak lain dari pemerkosaan keluhuran martabat dan hak-hak asasi manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) menjadi tanda pembelaan keluhuran martabat dan hak-hak asasi manusia. Semacam komisi “Truth and Reconciliation”, komisi kebenaran dan perdamauan, perukunan kembali, juga bisa menjadi symbol kesungguhan sosial untuk menempuh proses rekonsiliasi secara serius dan akan menumbuhkan kepercayaan serta solidaritas satu sama lain. Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS) yang sudah bergerak di Indonesia dapat dilihat sebagai semacam komisi “Truth and Reconciliation” itu. R. Schreiter menggambarkan tugas dan pekerjaan  komisi-komisi semacam itu dengan menunjuk 4 (empat) hal sebagaimana dikemukakan oleh Daan Bronkhorst sebagai berikut. Pada kerangka ini, tentunya yang utama adalah: (1). Mereka harus berusaha menemukan kebenaran mengenai yang sesungguhnya terjadi pada waktu kekerasan/pertikaian. Kebenaran itu menyangkut jumlah mereka yang mati maupun motif-motif kejahatan yang ada di situ. Tanpa pengungkapan kebenaran ini, masyarakat akan tetap hidup dalam memori kolektif yang terpecah.  (2) Proses yang di tempuh harus memperkuat hukum. Perlu di usahakan hormat terhadap hukum, apalagi kalau hukum telah dipakai untuk melegitimasikan kekerasan. Selanjutnya diperlukan juga jaminan Hukum terhadap Individu atau kelompok  terhadap pemerkosaan martabat mereka. (3) Proses harus berjalan secara demokratis dan terbuka untuk diperiksa. Dalam proses ini sebanyak mungkin orang ikut serta, terutama para korban. (4) Harus diusahakan jalan untuk memperbaiki nasib korban begitu rupa, sehingga mereka dapat menuntut kembali, sekurang-kurangnya sebahagian dari kehilangan mereka. Rekonsiliasi tanpa kebenaran dan keadilan menjadi rekonsiliasi palsu, sebagaimana kerap terjadi pada rekonsiliasi yang dipaksakan oleh pemerintahan Orde Baru. Fasilitator semacam itu tidak akan mendapat kepercayaan rakyat.

Dari keempat tindakan itu tampaklah bahwa rekonsiliasi tidak terpisahkan dengan kebenaran dan keadilan sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dijangkau. Rekonsiliasi merupakan proses perjalanan dari kejadian dan memori masa lalu melalui ceritera yang benar menuju masa depan penuh pengharapan.

Sementara pengampunan dalam rekonsiliasi individual merupakan keputusan korban untuk tidak lagi dikuasai oleh akibat-akibat kejadian masa lalu dan merupakan pillihan bebas untuk masa depan. Sebagaimana dalam pengampunan dan rekonsiliasi individual, sebanarnya yang berhak memberikan pengampunan adalah para korban sendiri. hal itu tidak boleh dilupakan, juga apabila pengampunan diberikan oleh pengadilan. Keadilan bagi para korban tidak bisa ditinggalkan. Sehubungan dengan rekonsiliasi social, terdapat dua macam pengampunan, yang dapat dipandang sejajar dengan pengampunan individual. Pertama, adalah amnesty, artinya kelalaian atau kelupaan. Memberi amnesty berarti secara legal melupakan perbuatan yang telah dilakukan. Apapun yang telah diperbuat tidak akan diperiksa, pelaku kesalahan tidak perlu menjawab tuntutan ataupun dipersalahkan atau dihukum sesuai dengan perbuatannya. Amnesty ini pada umumnya digunakan oleh pihak pemenang untuk menciptakan iklim kehendak baik dan kerjasama bersama dengan pihak yang sebelumnya masuk dalam sesama kelompok yang bertikai. Pertikaian masa lalu dilupakan, yang penting membangun kerjasama kearah masa depan. Amnesty sering digunakan untuk mencegah munculnyan kekerasan atau perikaian berikutnya, semisal, amnesty diberikan oleh pemerintah yang dipilih oleh rakyat setelah dictator militer. Para pemimpin Militer mungkin minta amnesty untuk diri mereka dan pasukannya. Sebagai gantinya, mereka tidak akan menggulingkan pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Pada permusuhan dan pertikaian saudara mungkin dibutuhkan amnesty oleh kedua belah pihak, agar mereka dapat bersama-sama lagi membangun bangsa. Demikian misalnya terjadi di El Salvador.

Kedua, pengampunan dalam rekonsiliasi social bisa juga berarti tidak dihukum. Kesalahan tidak dilupakan, hanya tidak dihukum. Jadi terbuka kemungkinan untuk pemeriksaan, pengadilan dan keputusan bersalah seperti misalnya terjadi di Korea Selatan. Proses ini lebih berat, mengingat kesalahan tidaklah mudah dan tidaklah ringan. Namun dalam pengampunan semacam ini sekurang-kurangnya kesalahan yang ada dibenarkan sebagai kesalahan, diakui dan diterima. Dengan demikian kebenaran diceritakan dan memori kolektif tidak terpecah-pecah.

Penutup

Jalan tempuh penyelesaian pertikaian massa di Kabupaten Poso melalui Komisi Kebenaran atau apapun namanya selalu lekat dengan watak transisi politik di tiap negeri. Namun kerumitan penyelesaian pelanggaran masa lalu juga akhirnya menuntut pada komisi hak-hak yang sama yaitu hak untuk mengetahui kebenaran (right to truth), hak atas keadilan (righ to human dignity). Sehingga walaupun pembentukan komisi sarat dengan kepentingan politik elit, mau tak mau komisi harus menjalankan pekerjaan dasar yang tidak bisa dihindari.

· Komisi harus mengungkap fakta. Kebenaran yang diperoleh dari fakta harus mencerminkan kenyataan secara jelas dan jernih. Kebenaran harus bisa menjadi dasar untuk mengubah kebijakan yang mensponsori kekerasan masa lalu. Kebenaran yang manipulatif akan teruji pada apakah demokratisasi berlanjut atau terhenti.

· Komisi harus mampu menjelaskan tanggungjawab individu atas kekerasan masa lalu. Tetapi komisi juga harus bisa mempertimbangkan bentuk pertanggungjawaban individu yang paling tepat. Akhirnya komisi juga harus bisa menjelaskan bagaimana pengampunan dapat diberikan.

· Di lain pihak, komisi harus merumuskan posisi dirinya di hadapan lembaga peradilan. Apakah komisi menggantikan fungsi pengadilan atau sebagai pelengkap lembaga peradilan. Komisi harus bisa menjelaskan arah keadilan yang ingin dicapai komisi kebenaran.

· Komisi juga harus bisa menjelaskan fungsinya dalam menyelesaikan trauma korban, keamanan korban, dan kerugian yang dialami korban akibat kekerasan masa lalu.

Komisi selalu dihadirkan di tengah ketidak percayaan masyarakat yang mendalam atas system hukum, system peradilan yang ada. sehingga jika sebuah komisi kebenaran gagal menjawab kebutuhan manusia akan hak-hak dasarnya atas penyelesaian masa lalu, maka akan berakibat fatalbagi rencana atau kerja rekonsiliasi dan demokratisasi itu sendiri.

Rekomendasi

Memperhatikan beberapa hal yang dikemukakan di atas, atau paling tidak jika kita berfikir bersama untuk melakukan rekonsiliasi beberapa hal sebagai berikut, penting untuk harus diperhatikan selain seperti yang yang telah dikemukakan di atas:

Pertama
: melakukan langkah atau pekerjaan rekonsiliasi , harus berjalan seiring dengan upaya pengungkapan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya , karena rekonsiliasi sendiri tanpa dibarengi dengan kerja pengungkapan fakta secara benar dan jujur (Truth and Truhfulness) itu akan mengalami kesia-siaan, karena apapun alasannyakebenaran pada tataran pengetahuan mendukung kebenaran pada tataran etis dan selayaknya menjadi satu dalam tindakan manusiawi yabg jujur;

Kedua
: Mengungkap Kebenaran dan Melakukan Rekonsiliasi harus melibatkan sebanyak-banyaknya orang terutama dari kelompok yang bertikai baik yang menjadi korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku dan yang lainnya sebab hanya merekalah (pelaku utama) dapat mengatasi masalah yang terjadi di tingkat mereka “ketidak adilan”;

Ketiga
: langkah awal sebelim melakukan upaya pengungkapan fakta dan rekonsiliasi dilakukan, adalah bagaimana menjadikan semua masyarakat korban atau keluarga korban dan para pelaku dapat memahami benar-benar apa makna dan maksud sesungguhnya rekonsiliasi itu sendiri, artinya bagaimana rekonsiliasi itu dapat diketahui oleh semua orang sampai pada masyarakat akar rumput, tentunya di sini haruslah mengkampanyekan terus menerus jauh sebelum rekonsiliasi itu dilakukan sampai pada ketika kerja rekonsiliasi itu sudah terjadi. Sehinga semua orang betul-betul paham dan bisa menerimanya, bukan justru rekonsiliasi hanya terjadi kelompok menengah ke atas, atau dengan kata lain, tiba keinginan untuk berdamai, dengan serta merta itu harus terjadi dan harus dilakukan, walaupun itu hanya dilakoni oleh golongan menengah ke atas.
1 Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS-HAM) Sulteng.
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